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PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS  
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CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
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PERSERIKATAN  

BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA  
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 

I. UMUM  

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap 
berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. 
Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana 
transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan 
demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan 
migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang 
menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, pertukaran informasi 
dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional 
maupun internasional.  
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Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut 
menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus 
mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional 
yang terorganisasi, yakni United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 
di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, Supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan 
Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, 
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol 
Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, 
Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 
Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen 
Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional 
yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran. 
Sesuai dengan ketentuan Protokol, Indonesia menyatakan Pensyaratan 
(Reservation) terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang mengatur mengenai 
pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan penafsiran dan 
penerapan isi Protokol. Pensyaratan ini diambil dengan pendirian bahwa 
apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi 
Protokol yang tidak terselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional 
sebagai lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan Para Pihak 
yang bersengketa.  
Indonesia juga membuat Pernyataan (Declaration) terhadap ketentuan Pasal 
6 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (2) Protokol 
dengan pendirian bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut akan dilaksanakan 
dengan tunduk terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah 
negara. 
POKOK-POKOK ISI KONVENSI 
1. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi 
 Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini melengkapi Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 


